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ABSTRACT

Penclition ind bertuinan witnk  unfuk mengug apakall waith pajak ovang
privadi o Kova Pekanbarn sudah memahami peraturan peloksanaan kewaiiban
perpajakan yang mencaknp Undang-Undang No. 28 tahun 2007 fentang Keleniian
it can Tate Cara Perpaiakan dan Undang-Undang Ne. 36 tahan 2008 tentang
Pajak  Penghasilan Variobel yang dudnr calom penclitian ini difagd atas tiga
kelonpok wtowra yaio pemahamean terhadap pengetahean wmaem pajak penghasilan,
pemahaman tevhadap prosedur peloksonaan kewaiban pajak, dan pemafiaman
terhadap prasedur pelaksanaan pembayearon palak penghasilon,

Populasi dari penelitign i adalah wajil pafal orang prifodi & Keia
Pekanhare. Sampel  dalam penelitian i adolah wafil pajak orang pribadi yemg
tevdafiar i Kontor  Pelavanan  Pajok Pekonbarn. Sompel  dipilih - dengan
menggunakan metode Purposive Sampling vaitu sietode pengumpulon dafa denisan
men gtk orasi dart tarei-targe! ReNin, Vit orang-orang ferfentn yang
memberi informasi vang diperiukan aleh peneliti alau kgrena merefa sesuar dengon
kriterig-kriteria vang diperiukon eleh penelitl, berdasaraan profes yain pegwal,
penetsaha dan bendahara, Berdasarkan analisa yang difakukan, terdapat perbedadas
tingkar pemahanian weyth pajek berdasarkan profesi maving-masing sample. Sample
vang  berprofese sebamy bevdahara  lehid memahamai peraturon pelaksanaan
kewafthom perpapakan diheanicdding profesi pengnisahn don pegawat Larpawat

Keta Kunei - Pemahanan Wafidh Pajak
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembanpunan yang dilaksanakan dewssa i membutuhkan dana vang tidak
sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari sepenap potensi-potensi sumber dava yang
dimiliki. baik berupa hasil kekavaan alam maupun furan dari masyarakat. Salah satu
bentuk iuran dar masyarakat adalah pajak vaitu kontribusi wajib pajak kepada negara
yang terutang oleh orang prbadi stau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin
meningkat dar tahun ke tahun seiving dengan makin menurunnya peranan minvak
dan gas buni terhadap penerimaan negara, Harapao i mmbuh dari kesadaran
pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyal keterbatasan sebagai sumber
daya.

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penecimaan dalam negerd
vang harus ditingkatkan peranannya karena merupakan sumber penerimam  yasng
merefleksikan prakiik demokrasi vang paling mendasar yaitu peran serla rakyat
dalam  membiavai nepara  dan  pemerintahannya,  Undang-undang  perpajakan
Indonesia sejak tahun 1983 menganut sistem self-assessment dimana wajib pajak

diberi kepercavaan penuh untuk menghilung, memperhitungkan, membayar dan




melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Perhitungan pajak oleh wajib pajak
terschut ditvanpgkan dalam SPT vailu sural vang digunakan wajib pajak untuk
melaporkan penghitunpgan. pembayaran pajak. objek dan bukan ebjek pajak serta
harta dan kewajiban menurut ketentuan perpajakan untuk suate atae masa pajak.

Pajak adalah juran dar rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digupakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan
umum. Dari pengertian pajak lersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu
sehagai sumber penerimaan bapi negara.

Pada sast ini, bagi Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah
satu andalan viama di samping penerimaan dari sektor migas. MNamuon, fungst dan
peranan pajak sebagai salah satu sumber panerimaan negara yang utama di Indonesia
untuk beberapa tabun ke depan akan semakin berat. Hal ini dischabkan karena proscs
pemuliban ckonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia
padda sant ini akan mempengarahi perkembanpan usaha dan investasi, kesempatan
keda, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutmya akan berpengaruh
pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara kesclundhan serta pada akhirmya
akan berpengaruh pada penerimaan negara dan sekior pajak.

Oleh karena inn untuk meningkatkan fungst dan peranannya dalam rangka
mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ckonomi, maka
pemerintih melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang

perpajakan.
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PENUTUP

31 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 96 wajib pajak PPh orang pribadi
vang mempunyai NPWPE (Nemer Pokok Wajib Pajak) di Kota Pekanbaru, Data ini
diperoleh langsung dari wajib pajak bersangkutan di dalam pengisian kuesioner.
Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai
NEWP dengan mendatangi sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP} yang berada di
Pekanbary dan bertanya apakah yang bersangkutan merupakan wajib pajak orang
pribadi dan apakah mereka mempunyai NFWE,

Variabel dalam penelitian ini adalah pemabaman tentang pengetahuan umm
wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan
kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembavaran pajak
penghasilan. Dari hasil pengolaban data dengan mengpunakan nilai tengah (median).
ditermukan wajib pajak orang pribadi di Kota Pekanbaru terpolong cukup paham
terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait dengan Undang-Undang
Mo 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yaitu wajib pajak erang
pribadi tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh, paham terhadap prosedur
pelaksanaan kewajiban wajib pajak seria paham terhadap prosedur pelaksanaan

pembayaran pajak penghasilan.
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